PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 1 TAHUN 1959
TENTANG
BANK UMUM NEGARA

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang :

a.

bahwa dengan Peraturan Penerintah No. 39 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 84 Tanbahan Lenbaran-Negara No. 1826)
tentang perusahaan Nationale Handel sbank N V. di |ndonesia
t el ah di kenakan nasi onal i sasi ;

bahwa berdasarkan Peraturan Penerintah tersebut sub a di atas
sel uruh nmanagenent dari perusahaan yang telah dikenakan
nasi onalisasi itu harus diserahkan kepada suatu perseroan
t er batas yang di bent uk berdasar kan Undang- undang;

bahwa ber hubung dengan apa yang tersebut sub a dan b di atas
serta guna nenanpung Kkegiatan dari perusahaan yang tel ah
di kenakan nasionalisasi termaksud, perlu segera nenetapkan
suatu peraturan yang nengatur tentang penbentukan perseroan
terbatas ternaksud di atas;

Mengi ngat : Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a;

Menmut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang penbentukan
Bank Urum Negar a.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 1.

Untuk penbangunan negara dalam arti kata seluas-Iuasnya
Permerintah Republik Indonesia nendirikan suatu Bank Urum
Negara yang berbentuk suatu perseroan terbatas ternaksud dal am
pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Per ni agaan.

Dengan nenyi npang dari ket entuan dal am pasal 38 Kitab Undang-
undang Hukum Perniagaan, naka akte penbentuk perseroan
terbatas Bank Umum Negara ditetapkan dengan suatu surat
keput usan Menteri Keuangan;

Terhadap perseroan terbatas Bank Umum Negara sel anjutnya
berl aku semua hukum dan peraturan yang berlaku bagi suatu
perseroan terbatas termaksud dalam pasal 36 Kitab Undang-
undang Hukum Per ni agaan;

Bank Unum Negara dapat nel akukan perbuat an-perbuatan hukum
ber dasar kan hukum adat dan nenegang dan atau nenperol eh benda-
benda yang nenurut hukum yang berlaku hanya dapat di perol eh
orang- orang yang bertakl uk kepada hukum adat ;



Pasal 2.

Maksud dan tujuan Bank Umum Negara adal ah nel akukan usaha bank
umum dal am arti kata sel uas-| uasnya;

Pasal 3.

(1) Mbdal dasar dari Bank Urum Negara termnmaksud di atas berjuni ah
seratus juta rupiah (Rp.100.000.000,-).

(2) Dari nodal dasar tersebut dalam ayat (1) Penerintah tel ah
nmenganbi |l bagian dan nenyetorkan penuh sepuluh juta rupiah
(Rp. 10.000. 000, -).
Pasal 4.

Pel aksanaan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
di serahkan kepada Menteri Keuangan

Pasal 5.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini dapat di sebut
Per at ur an Bank Unmum Negar a.

Pasal 6.
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mulai berl aku
pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nmener i nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.
Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 19509.
Presi den Republ ik I ndonesi a,
ttd.
SCEKARNC

D undangkan

pada tanggal 19 Agustus 19509.

Menteri Mida Kehaki man,

ttd.

SAHARDI O



MEMORI  PENJELASAN
MENGENAI
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
TENTANG PEMBENTUKAN BANK UMUM NEGARA.

l. UMUM

GQuna  nenanpung seluruh aktivitet perusahaan National e
Handel sbank N. V. di | ndonesi a, yang dengan Peraturan
Pemerintah No. 39 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No.
84 Tanbahan Lenbaran-Negara No. 1826) telah dikenakan
nasi onal i sasi, bank baru dengan nama Bank Urum Negara. Pada
bank baru ini akan diserahkan segala usaha dari perusahaan
National e Handel sbhank N V. di I ndonesia, yang setelah
penasionalisasi itu nenjadi mlik Negara. Tindakan tersebut
ber pokok pada 2 penanpungan aktivitet perusahaan N H B. di
I ndonesi a yang tel ah di kenakan nasi onal i sasi .

Sebagai mana telah di makl um maka perusahaan N H. B. di
I ndonesi a yang mnenpunyai cabang-cabangnya tersebar diseluruh
I ndonesi a, adalah nerupakan suatu bank-devisen, sehingga
ber hubung dengan itu perusahaan tersebut telah nenjal ankan
peranan yang penting didaerah-daerah dalam - nenperlancar
hubungan | al u-1intas uang dengan |uar negeri.

Dengan adanya cabang-cabang dari bank tersebut mnmaka urusan
i mpor dan ekspor dari daerah-daerah dapat secara |angsung
di sal urkan nel al ui cabang- cabang bank tersebut. D sanping itu
juga untuk lalu lintas penbayaran di dal am negeri cabang- cabang
bank tersebut telah nmenbukti kan faedahnya bagi masyarakat pada
unmumya.

Ber hubung dengan itu maka kepada Bank Unum Negara di beri tugas
unt uk nel akukan usaha bank unmum dalam arti-kata seluas-
| uasnya.

I1. PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Bank Urum Negara dal ah berbentuk perseroan terbatas, dinmana
saham sahammya ber ada di t angan Peneri ntah

Unt uk nenghi ndarkan pengeluaran bea penbentukan perseroan
terbatas yang |azimya harus dibayar kepada Notaris, naka
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
di adakan penyi npangan dari ketentuan dalam pasal 38 Kitab
Undang- undang Hukum  Perni agaan dan di t et apkan bahwa
penbent ukan Bank Urum Negara di | akukan dengan surat keputusan
Menteri Keuangan.

Sebagai suatu perseroan terbatas nmaka Bank Umum Negara tunduk
pada Hukum Sipil dan Perniagaan yang berlaku di [|ndonesia.
D sanping itu dengan adanya ketentuan ayat (4) pasal ini nmaka
Bank Urum Negara di beri hak untuk nel akukan ti ndakan-ti ndakan
hukum ber dasarkan hukum adat dan nenmegang/ nmenperol eh benda-
benda yang nenurut hukum yang berlaku hanya dapat diperol eh
orang-orang yang takl uk kepada hukum adat .



Pasal 2.
Sudah cukup dij el askan dal am penj el asan unmum
Pasal 3, 4, 5 dan 6.
Cukup j el as.
Ter masuk Lenbaran- Negara No. 85 tahun 1959.

D ket ahui ,
Menteri Muda Kehaki man,
ttd.
SAHARDIO

CATATAN

Kutipan: LEVMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber : LN 1959/85; TLN NO 1827



